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Puji dan syukur bagi Allah, atas pertolongan-Nya, Buletin BSNP Edisi 2 tahun 2015 bisa kami hadirkan tepat waktu 
kepada pembaca.  Ujian Nasional (UN) SMA/sederajat telah selesai 
dilaksanakan pada tanggal 13-15 April 2015 dan hasilnya telah 
diumumkan pada tanggal 15 Mei 2015. Secara umum, pelaksanaan 
UN tahun 2015 lebih baik dan kondusif dibandingkan dengan 
pelaksanaan UN tahun sebelumnya. Diantara isu yang menjadi 
trending topic di kalangan akademisi dan pemangku kepentingan 
pendidikan adalah masalah kejujuran dan  hasil UN yang tidak 
menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Pelaksanaan 
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan atau UNPK Program Paket B 
dan Paket C  juga kami sajikan. Dalam edisi ini kami juga menyajikan 
kegiatan BSNP dalam bentuk foto atau gambar. Selamat membaca. 
6-9 UN Tidak Menentukan Kelulusan, 
Siswa Tidak Tertekan
Siswi MAN Insan Cendekia Serpong mempersiapkan diri untuk UN 
CBT dengan penuh optimis dan keceriaan (foto atas). Siswa MAN Insan 
Cendekia Serpong mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer atau 
Computer Based Test (foto bawah).
10-9 Komentar dan Tanggapan Para Pakar atau Akademisi Tentang UN
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UJIAN NASIONAL DAN 
KECURANGAN*)
tidak valid tentang tingkat pencapaian 
kompetensi lulusan siswa yang ingin 
diukur. Data yang tidak valid akan 
menyesatkan bila digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputusan untuk 
kepentingan apapun. Ketiga, dana dan 
berbagai sumber daya lainnya yang 
digunakan dalam penyelengaraan UN, 
yang jumlahnya sedemikian besar, 
meru pakan pemborosan yang luar biasa 
dan sangat merugikan.
Ada 3 faktor utama yang menjadi 
pendorong terjadinya kecurangan dalam 
pelaksanaan UN sebagai berikut. 
Pertama, actor psikologis masya-
rakat. Sejak merdeka sampai dengan 
awal tahun 1970an, di Indonesia ber-
laku Ujian Negara sebagai ujian akhir 
pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah. Setelah itu berlaku ujian 
sekolah sepenuhnya sebagai ujian akhir, 
yang disebut dengan Evaluasi Belajar 
Tahap Akhir (EBTA). Pada masa ini ujian 
akhir dan pelulusannya sepenuhnya 
ditentukan oleh masing-masing satuan 
pendidikan. Pada masa ini berkembang 
budaya lulus 100%. Selanjutnya di per-
baiki dengan Evaluasi Belajar Tahap 
Akhir Nasional (EBTANAS). Penentuan 
kelulusan dihitung dengan formula: P + 
Q + 3r/5. P = nilai rapor semester ganjil 
tahun terakhir; Q = nilai semester genap 
tahun terakhir; dan r = Nilai EBTANAS 
Murni (NEM). Sekolah meng-mark-up 
nilai P dan Q, sehingga budaya lulus 
100% juga masih berlanjut. Dampaknya, 
sampai dengan saat ini, masyarakat juga 
mengharapkan kelulusan 100%. 
Kedua, Indonesia merupakan Negara 
Kesatuan dan pendidikan merupakan 
Dr. Teuku Ramli Zakaria, MA**)
Ujian Nasional (UN) tingkat SMP 
dan SMA sederajat  memiliki tujuan 
mengukur  pencapaian Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL) secara 
nasional pada mata pelajaran tertentu. 
SKL adalah kompetensi minimal yang 
harus dikuasai peserta didik  untuk 
lulus pada suatu jenis dan jenjang 
pendidikan tertentu. Pengukuran 
pencapaian SKL ini sangat penting, 
supaya satuan pendidikan tidak 
memberikan pendidikan semu 
kepada masyarakat. Namun, tujuan 
yang baik tersebut menjadi rusak 
bila penyimpangan, kecurangan, dan 
kebocoran soal sering terjadi dalam 
setiap pelaksanaan UN. Misalnya 
terunggahnya soal UN SMA di Google 
Drive dan berbagai kecurangan lain 
dalam pelaksanaan UN SMA dan SMP 
sederajat baru-baru ini, bila benar-
benar terjadi seperti yang dilansir 
dalam beberapa media cetak dan 
media elektronik. Kecurangan dalam 
pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ini 
merupakan salah satu actor penguat 
argumentasi bagi pihak-pihak tertentu 
yang menghendaki UN dihapus. 
Kecurangan dalam pelaksanaan UN memiliki 3 dampak actoro yang sangat merugikan. Pertama, 
memberi pembelajaran actoro kepada 
siswa peserta UN, secara langsung 
atau tidak langsung menanamkan 
nilai ketidak-jujuran kepada mereka 
sebagai generasi muda. Kedua, UN yang 
tidak jujur menghasilkan data yang 
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salah satu bidang pemerintahan yang 
diotonomikan. Implikasinya, hasil UN 
dijadikan indikator kinerja oleh Peme-
rintah Daerah dalam bidang pendidikan. 
Oleh karena itu, ada kecenderungan 
dari PEMDA untuk melakukan berbagai 
intervensi, guna memperoleh rata-
rata nilai UN yang baik dan peringkat 
kelulusan yang tinggi. Ada Pimpinan 
Daerah yang menginstruksikan Kepada 
Dinas Pendidikan supaya hasil UN baik. 
Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan 
menginstruksikan Kepala Sekolah 
supaya hasil UN baik. Berikutnya Kepa-
la Sekolah membentuk Tim Sukses di 
sekolah masing-masing, untuk meng-
upayakan dengan berbagai cara, supaya 
sekolah mencapai hasil UN yang baik. 
Kondisi ini merupakan salah satu 
sumber kecurangan. Pempinan Daerah, 
Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Seko-
lah dan para guru sayogianya menyadari 
bahwa pencapaian hasil UN yang baik 
dengan kecurangan yang direkayasa 
adalah merusak moral generasi muda, 
menyemai benih-benih ketidak-ju-
jur an dalam diri peserta didik, yang 
ber dampak luas dalam kehidupan 
berbangsa bernegara di masa yang akan 
datang. 
Kondisi ini berbeda dengan di Malay-
sia. Malaysia merupakan negara yang 
berbentuk serikat, namun pendidikan 
justru ditetapkan menjadi urusan pe-
merintah pusat (urusan Pemerintah 
Federal), karena mereka memandang 
pendidikan sangat peting dan strategis 
bagi kemajuan bangsa. Hanya dengan 
mutu pendidikan yang baik suatu 
bangsa dapat mewujudkan sumber daya 
manusia yang bermutu. Bagi kemajuan 
suatu bangsa, sumber daya manusia 
yang bermutu lebih penting dari pada 
sumber daya alam yang melimpah.
Ketiga, faktor yang mendorong 
ter wujudnya kecurangan karena di 
Indo nesia belum ada suatu lembaga 
pengujian mandiri, yang memiliki oto-
ritas penuh dalam penyelenggaraan 
ujian. Contoh badan seperti ini adalah 
Lem baga Peperiksaan (Malaysian Exa-
mination Syndicate) di Malaysia. Lem-
baga ini menyelenggarakan ujian nasio-
nal untuk jenjang pendidikan dasar 
dan menengah: Ujian Pencapaian Seko-
lah Rendah (UPSR) untuk tingkat SD, 
Penilaian Menengah Rendah (PMR) un-
tuk tingkat SMP, Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM) untuk tingkat SMA, dan Sijil Tinggi 
Persekolahan Malaysia untuk tingkat 
pre-university, setara A Level di Inggris. 
Di Singapura ada Singapore Exa mi-
nation and Assessment Board (SEAB), 
yang menyelenggarakan Ujian Nasional: 
Primary School Leaving Examination 
(PSLE), untuk tingkat SD (Grade 6), Generl 
Certificate of Education Ordinary (GCE 
N Level dan GCE O Level) untuk tingkat 
Sekolah Menengah Tahun ke-4 dan ke-5 
atau (Grade 10 dan 11), dan Junior 
Certificate of Education Advance (GCE 
A Level) untuk tingkat pre-university. Di 
Thailand ada National Institute of Edu-
cational Testing Service (NIETS) yang 
menyelenggarakan Ordinary National 
Education Test (O-NET) yakni UN pada 
akhir tahun ke-6 tingkat SD, akhir tahun 
ke-9 tingkat SMP, dan akhir tahun ke-12 
tingkat SMA. 
 Lembaga Peperiksaan di Malaysia, 
SEAB di Singapura, dan NIETS di Thai-
land merupakan lembaga yang memiliki 
single authority dalam penyelenggaraan 
ujian, mulai dari penyiapan bahan, 
pelaksanaan ujian, sampai pada peme-
riksaan, dan penskoran hasil ujian. 
Lembaga-lembaga pengujian terse-
but memiliki perangkat yang lengkap 
yang diperlukan dalam penyiapan dan 
pelaksanaan ujian. Lembaba Pe me-
riksaan di Malaysia juga memiliki kantor 
perwakilan di seluruh daerah untuk 
menunjang kelancaran penyelenggaraan 
ujian. Kondisi ini berbeda dengan di 
Indonesia. 
UN di Indonesia merupakan peni-
laian oleh Pemerintah, untuk menilai 
pencapaian SKL secara nasional. Sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 67 
Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, Pemerintah menugaskan 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP) sebagai penyelenggaraan UN. 
Ba dan ini tidak memiliki perangkat 
yang mencukupi, dan tidak memiliki 
otoritas penuh dalam penyelenggaraan 
UN. Pasal 67 Ayat (2) menjelaskan bah-
wa BSNP dalam penyelenggaraan UN 
bekerja sama dengan instansi terkait 
di lingkungan Pemerintah, Peme-
rintah Kabupaten/Kota, dan satuan 
pen didikan. Makna berkerja sama 
dengan instansi terkait adalah terkait 
dengan tugas pokok dan fungsi dalam 
penyelenggaraan UN. Misalnya, ber kait-
an dengan penggandaan bahan ujian, 
hal ini termasuk dalam tugas pokok 
dan fungsi Balitbang Kemdikbud. Sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku, BSNP tidak memiliki ke-
wenangan untuk menentukan perce-
takan, melakukan pelelangan, dan 
menandatangani kontrak kerja dalam 
pencetakan bahan UN. Sebagian kewe-
nangan yang lain dalam pelaksanaan 
UN melekat pada tugas pokok dan 
fungsi berbagai lembaga lain, baik di 
pusat maupun di daerah. Dengan kata 
lain, dalam penyelenggaraan UN, BSNP 
bukanlah lembaga pemegang single 
authority, banyak lembaga yang ikut 
campur tangan, banyak kepentingan 
yang bermain, dan ini merupakan salah 
satu celah yang membuka peluang bagi 
terjadinya kecurangan dan penyim-
pangan dalam penyelenggaraan UN. 
Hal lain yang membuka peluang 
bagi terjadinya penyimpangan dan ke-
curangan dalam penyelenggaraan UN 
adalah berkaitan dengan mekanisme 
pencetakan bahan bahan ujian. Ada 
2 kelemahan dalam pencetakan ba-
han ujian. Pertama, pencetakan dilaku-
kan melalui proses lelang terbuka. 
Perusahaan yang ikut lelang cenderung 
melakukan berbagai upaya untuk me-
menangkan pelelangan. Semua peru-
sahaan percetakan sebagai badan usaha 
tentu ingin memperoleh keuntungan. 
Dalam proses pelelangan perusahaan 
percetakan cenderung menekan harga 
dan dalam proses pencetakan melakukan 
upaya efisiensi yang menurunkan kua-
litas hasil pencetakan. Misalnya kertas 
yang kurang sesuai dengan spek, hasil 
cetakan yang kurang jelas terbaca, 
lembar jawaban yang mudah rusak ke-
tika dihapus, dan sebagainya. Kedua, 
percetakan yang memenangi pelelangan 
sering merekrut tenaga kerja lepas 
dalam jumlah besar untuk mengerjakan 
pekerjaan pencetakan bahan UN yang 
jumlahnya besar dan harus diselesaikan 
dalam waktu yang terbatas. Tenaga 
kerja lepas mudah terpengaruh oleh 
ra yuan pihak-pihak tertentu untuk 
mengambil bahan ujian dengan imbalan 
sejumlah uang. Hal ini juga menjadi 
salah satu celah yang membuka peluang 
bagi terjadinya kebocoran soal UN. 
Perbaikan mutu UN, antara lain de-
ngan mengatasi berbagai penyim pangan 
dan kecurangan perlu dilakukan. Penye-
lenggaraan UN harus credible dan accep-
table untuk memperoleh hasil UN yang 
valid, akurat, dan bermanfaat bagi upaya 
peningkatan dan pemerataan mutu 
pendidikan, dalam rangka peningkatan 
dan pemerataan mutu SDM masyarakat 
dan bangsa.  
*) Tulisan ini telah dimuat di Media 
Indonesia tanggal 11 Mei 2015, 
mengingat penting untuk perbaikan 
UN dimuat juga dalam Buletin ini 
dengan beberapa perbaikan.
**) Penulis adalah Praktisi Pendidikan,
 Dosen Fak. Tarbiyah UIN Syahid 
Jakarta, dan Anggota BSNP
“
“
Perbaikan mutu UN, antara lain de ngan
mengatasi berbagai penyim pangan dan 
kecurangan perlu dilakukan. Penye lenggaraan UN 
harus credible dan accep table untuk memperoleh hasil 
UN yang valid, akurat, dan bermanfaat bagi upaya 
peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, dalam 
rangka peningkatan dan pemerataan mutu SDM 
masyarakat dan bangsa.
Teuku Ramli Zakaria
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Bambang Suryadi* 
Dengan berpakaian seragam se-kolah, putih dan abu-abu, peserta Ujian Nasional (UN) SMAN 1 
Tangerang Selatan, pagi itu, berkumpul 
di depan ruang kelas. Sementara guru-
guru pengawas masih mengikuti penga-
rahan dari kepala sekolah. Tidak ada 
tanda-tanda kecemasan atau kegelisahan 
pada hari pertama UN. Muka mereka 
cerah dan ceria. Sorot mata mereka 
juga menunjukkan ketenangan. Tidak 
ada tanda-tanda kecemasan dalam diri 
mereka. Namun, tangan mereka tidak 
lepas dari buku mata pelajaran. Tekad 




UN dengan Jujur” 
pada hari pertama 
ujian (13/4/2015). 
Kebijakan UN 














Kelulusan, Siswa Tidak Tertekan





menurunkan tingkat kecemasan siswa. 
Selama ini, jika mengikuti ujian, yang 
terpikir dalam benak siswa adalah 
angka (nilai) dan predikat lulus/tidak 
lulus. Sekarang, kondisi tersebut telah 
berubah. Siswa tidak lagi memikirkan 
lulut/tidak lulus, tetapi memikirkan 
“kompetensi/kemampuan” apa yang 
sudah dikuasai dan belum dikuasai. 
Selain itu, siswa juga mengetahui posisi 
mereka di tingkat sekolah, kabupaten/
kota, provinsi, atau nasional. 
Apa yang dirasakan oleh siswa, 
dibenarkan oleh Presiden Jokowi. 
mereka satu, yaitu meraih prestasi 
dengan kerja keras dan jujur. 
Tiba-tiba mereka membaca ikrar 
dengan saling berpegang tangan ber-
sama, “Sukses UN dengan Jujur”. Se te-
lah itu, mereka memasuki ruang ujian 
sambil berjabat tangan kepada penga-
was ruang yang berdiri di depan pintu. 
Kisah di atas menggambarkan 
bahwa fungsi UN yang tidak menen-
tukan kelulusan, sebab kelulusan pe-
ser ta didik sepenuhnya diserahkan 
ke pada satuan pendidikan, telah 
“Siswa sudah tidak tertekan. Karena 
UN tidak menentukan kelulusan”, ucap-
nya saat blusukan memantau UN SMA 
di Jakarta (14/4/2015) sebagaimana di-
tayangkan sebuah televisi swasta di ibu 
kota. 
Sementara, Zainal A. Hasibuan Ke-
tua BSNP yang juga melakukan peman-
tauan UN SMA sederajat di Jakarta, 
menyampaikan kehadiran tepat waktu 
dari para peserta UN meningkat di-
bandingkan tahun lalu. 
“Kehadiran peserta UN lebih tepat 
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Siswa sudah tidak 





waktu dibanding tahun lalu. Mereka 
sudah hadir di sekolah sebelum pukul 
07.00”, ucapnya dalam rapat pleno 
BSNP. 
Kehadiran ini, tambahnya, meru pa-
kan indikasi bahwa peserta UN tidak 
lagi merasa cemas sehingga sampai ada 
yang mencari “bocoran” soal dan kunci 
jawaban sebagaimana terjadi tahun-
tahun sebelumnya. Sebaliknya mereka 
lebih percaya diri dengan kemampuan 
yang dimiliki. 
Namun demikian, tidak dinafikan, 
di lapangan masih ada peserta UN yang 
Strategi Memotivasi Siswa dalam 
Belajar
Dengan adanya kebijakan UN tidak 
menentukan kelulusan siswa dari sa-
tuan pendidikan, ada pihak yang mem-
pertanyakan kemungkinan siswa tidak 
termotivasi untuk belajar. 
“Ketika UN masih menentukan ke-
lulusan saja, mereka (siswa) tidak bela-
jar dengan serius, apalagi sekarang UN 
tidak menentukan kelulusan, apakah 
mereka akan belajar?”. Demikian perta-
nyaan yang sering disampaikan kepada 
anggota BSNP pada saat melakukan 
sosialisasi kebijakan UN di provinsi. 
Menanggapi pertanyaan tersebut, T. 
Ramli Zakaria, anggota BSNP punya ja-
waban tersendiri. 
“Meskipun fungsi UN tidak lagi me-
nentukan kelulusan dari satuan pen-
didikan, UN masih berfungsi untuk se-
leksi ke jenjang pendidikan yang lebih 
ting gi, dari SMP ke SMA atau dari SMA 
ke perguruan tinggi”, jelas Ramli yang 
juga sebagai Koordinator UN di BSNP. 
“ “
tidak percaya diri dengan kemampuann 
yang dimiliki, sehingga mereka mela-
kukan kecurangan, sebagaimana dila-
porkan T. Ramli Zakaria, anggota BSNP 
yang memantau pelaksanaan UN di 
Aceh.
“Di Aceh masih ada jokie untuk Ujian 
Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) 
Program Paket C”, ucapnya seraya me-
nambahkan para jokie tersebut telah 
ditangani penegak hukum dari Ke-
polisian setempat. 
 
Oleh karena itu, tambahnya, para gu
ru dan orang tua, perlu menyampaikan 
pesan kepada para siswa untuk tetap 
belajar dengan giat sehingga memiliki 
kompetensi dan daya saiang baik pa
da tingkat lokal maupun global. Pe san 
moral dari kebijakan ini adalah sis wa 
tidak boleh merasa puas dengan ke-
lulusannya dari satuan pendidikan, jika 
ia tidak memiliki kompetensi. 
Pendapat serupa juga disampaikan 
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“Untuk saat ini, saya setuju dengan 
kebijakan UN tidak menentukan kelu-
lusan. Namun, semangat dan motivasi 
siswa dalam belajar tidak boleh menu-
run, sebab di sini (MAN IC), kami ber-
pegang pada prinsip belajar tuntas atau 
mastery learning”. 
Ketika ditanya perbandingan antara 
nilai madrasah dan nilai UN, Persahini 
Sidik mengatakan bahwa nilai sekolah 
siswa MAN IC lebih rendah daripada 
nilai UN. Apa artinya? Maknanya, stan-
dar kelulusan yang ditetapkan di 
MAN IC lebih tinggi daripada standar 
yang ditetapkan untuk UN. Sebab UN 
meru pakan kriteria minimal dengan 
mempertimbangkan disparitas yang ada 
di seluruh wilayah NKRI. 
Memang pada awalnya, tambah Ke-
pala MAN IC yang sudah mengabdi 18 
tahun di madrasah tersebut, ada sis wa 
yang protes dan menanyakan menga-
pa nilai ujian madrasah siswa MAN 
IC lebih rendah dibandingkan de-
ngan nilai UN sementara siswa di se-
kolah/madrasah lain, nilai sekolahnya 
lebih tinggi daripada nilai UN. Namun, 
setelah dijelaskan makna perbedaan 
tersebut, mereka dapat mengerti dan 
malah memiliki kebanggaan bahwa 
stan dar setting di MAN IC lebih tinggi 
dibandingkan dengan standard setting 
di sekolah lain. 
Lili Ermawati Kepala SMPN 1 Ma-
lang memiliki cara tersendiri untuk 
me motivasi siswa agar tetap serius 
dan sungguh-sungguh dalam belajar, 
meskipun UN tidak menentukan kelu-
lusan. Sebab hasil UN masih digunakan 
untuk seleksi ke jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. Strategi yang digunakan Lili 
adalah melakukan dialog dengan siswa 
dan orang tua. 
 “Anak-anak setelah tamat dari SMPN 
1 ingin melanjutkan ke sekolah unggulan 
kan?”, ungkap Lili menceritakan cara 
yang dia gunakan untuk mendorong 
anak tetap semangat belajar. 
“Ya pastilah Bu”, jawab anak-anak 
se rentak. 
“Nah, kalau begitu, apa yang mesti 
anak-anak lakukan?”. 
“Belajar sungguh-sungguh dan bela-
jar serius”. 
“Bagus, sebab prestasi kalian saat 
ini menentukan keberhasilan kalian di 
masa depan”, tambahnya. 
Menurut Lili, pada tahun 2015 ini, di 
SMPN 1 Malang, ada 260 siswa peserta 
UN yang dibagi menjadi 13 ruang. 
SMPN ini juga sebagai ketua rayon, yang 
membawahi empat sekolah lainnya, 
diantaranya adalah SMPK Sang Timur 
dan SMP Santa Maria Malang. 
Strategi memotivasi siswa juga di-
lakukan Suster Teofrida Kepala SMPK 
Sang Timur Jl. Bandung No. 2 Malang.
“Secara umum, greget (motivasi) 
sis wa untuk belajar menurun, karena 
UN tidak menentukan kelulusan”, ucap 
suster yang juga kepala SMPK Sang 
Timur, Jln Bandung No. 2 Malang. Untuk 
memotivasi mereka, tambah Suster Teo, 
SMPK Sang Timur masih menggunakan 
hasil UN untuk kelulusan. Dengan de-
mikian, anak-anak belajar dengan se-
rius. Di sekolah ini ada 70 peserta 
UN, dibagi menjadi empat ruang. Para 
penga was sudah berada di tempat sejak 
pukul 06.30. 
Meskipun Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, tambahnya, telah me-
netapkan hasil UN tidak digunakan un-
tuk menentukan kelulusan siswa dari 
satuan pendidikan, untuk SMPK Sang 
Siswa yang punya impian
masa depan, masih menghargai 
UN dan mau belajar dengan 
serius. Tetapi, mereka yang tidak 
memiliki impian masa depan, 
merasa santai dan senang dengan 
keputusan tersebut, sebab 
mereka berkeyakinan mesti 
akan lulus dari sekolah
Suster Teofrida 
Kepala SMPK Sang Timur Malang
Untuk saat ini, saya setuju
dengan kebijakan UN tidak 
menentukan kelulusan. Namun, 
semangat dan motivasi siswa 
dalam belajar  tidak boleh 
menurun, sebab di sini
(MAN IC), kami berpegang
pada prinsip belajar tuntas atau 
mastery learning
Persahini Sidik
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Timur, nilai UN masih dipakai sebagai 
pertimbangan. Jika tidak, anak-anak ti-
dak akan belajar dengan serius. Siswa 
yang punya impian masa depan, masih 
menghargai UN dan mau belajar dengan 
serius. Tetapi, mereka yang tidak me-
miliki impian masa depan, merasa santai 
dan senang dengan keputusan terebut, 
sebab mereka berkeyakinan mesti akan 
lulus dari sekolah. 
UN dan Kejujuran 
Menurut Yunan Yusuf dalam aca-
ra pembahasan instrumen evaluasi 
UN di BSNP, fungsi UN saat ini tidak 
menentukan kelulusan, tetapi masih 
terjadi kecurangan. Oleh karena itu, 
per masalahannya sebenarnya bukan 
pada UN itu sendiri, tetapi pada mental 
bangsa Indonesia, mulai dari siswa, 
guru, kepala sekolah, orang tua, dan 
Peme rintah Daerah. 
“Dulu ketika UN masih menentukan 
kelulusan terjadi kecurangan. Sekarang 
UN tidak lagi menentukan kelulusan, 
tetapi masih terjadi kecurangan. Maka 
faktor penyebab kecurangan itu bukan 
UN, tetapi sikap mental bangsa kita”, 
ung kap Yunan Yusuf yang nota bene 
juga anggota BSNP periode pertama. 
Menanggai terjadinya kecurangan 
dalam UN, Jahja Umar sependapat de-
ngan Yunan. Menurut Dekan Fakultas 
Psikologi UIN Jakarta periode 2009-
2014 itu, sekarang terbukti yang me-
nyebabkan ketidakjujuran itu bukan 
UN. Sebab jika UN dihapus pun, masih 
akan terjadi kecurangan. 
Permasalahannya, bagaimana me-
ning katkan kejujuran di kalangan sis-
wa pada saat ujian. Terkait dengan ke-
Hasil ujian yang pas-pasan 
(cukup) tetapi dicapai dengan 
kejujuran lebih berharga daripada  
hasil yang tinggi tetapi dicapai 
dengan kecurangan. Kejujuran 
sekarang ini menjadi barang 
langka dan mahal harganya.
Lilik Ermawati 
















dari tanggal 4-7 
Mei 2015. 
jujuran, Lili Ermawati Kepala SMPN 
1 Malang berpandangan bahwa ke ju-
juran dalam UN merupakan proses 
pembentukan karakter siswa. Hasil 
ujian yang pas-pasan (cukup) tetapi di-
capai dengan kejujuran lebih berharga 
daripada hasil yang tinggi tetapi dicapai 
dengan kecurangan. Kejujuran sekarang 
ini menjadi barang langka dan mahal 
harganya. 
Untuk meningkatkan kejujuran da-
lam UN, Lili memasang CCTV di semua 
ruang yang dipakai ujian. Pemasangan 
CCTV ini bukan dimaksudkan untuk 
menakut-nakuti siswa, tetapi sebagai 
upaya memanfaatkan teknologi dalam 
proses pendidikan di lingkungan seko-
lah, termasuk pada saat pelaksanaan 
UN. 
“Saya bisa memantau pelaksanaan 
UN melalui CCTV. Jika ada hal yang 
meng khawatirkan atau ada indikasi 
tidak baik, saya bisa mengetahui dan 
lang sung mengecek ke ruang kelas”, 
ucap nya mengakhiri percakapan dengan 
penulis pada saat pemantauan UN. 
“
“
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Menteri Pendidikan dan Kebu dayaan Anies Bawesdan telah membuat kebijakan baru, yaitu hasil Ujian Nasional (UN) tidak menentukan kelulusan, sebab kelulusan 
siswa sepenuhnya ditentukan oleh masing-masing satuan 
pendidikan. Kebijakan UN yang tidak menentukan kelulusan 
ini menimbulkan munculnya berbagai komentar, tanggapan, 
dan interpretasi dari berbagai kalangan akademisi. Berikut ini 
pandangan mereka sebagaimana dirangkum Bambang Suryadi 
dari Buletin BSNP. 
Komentar dan Tanggapan 
para Pakar atau Akademisi 
Tentang UN
Prof. Asmawi Zainul, Ph.D 
Asmawi Zainul Guru Besar UPI yang juga 
Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 
berpandangan bahwa kebijakan tersebut 
menghilangkan esensi ujian. Menurutnya, UN 
tetap diperlukan namun dengan kebijakan 
ini esensi ujian nasional sudah hilang, sebab 
dalam ujian mesti harus ada yang lulus dan 
tidak lulus.
“Yang namanya ujian, mesti ada cutting 
point atau score yang menjadi standar 
kelulusan. UN tidak menentukan kelulusan 
artinya tidak ada cutting point atau score”, 
ucap Asmawi.
Jika UN masih diterapkan, Asmawi 
mengusulkan spirit UN perlu dikembalikan 
kepada ruh asalnya, yaitu untuk mengukur 
capaian standar dan pihak yang memiliki 
standar adalah BSNP. Standar ini perlu 
ditegakkan betul, untuk mengetahui apakah 
anak-anak kita sudah mencapai standar 
atau belum. Jika belum mencapai standar, 
maka perlu ada perlakuan, pembinaan, atau 
intervensi, supaya anak-anak bisa mencapai 
standar. Oleh karena itu, perlu ada alat ukur 
yang standar, digunakan secara paralel untuk 
seluruh wilayah di Indonesia. Alat  ukur itu 
adalah UN. 
Bagi anggota Dewan Penasehat Himpunan 
Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) ini, arti 
“nasional” dalam UN itu adalah lingkup ujian 
yang mencakup seluruh wilayah NKRI, maka 
disebut Ujian Nasional. Karena bernama 
nasional, pelaksanaannya harus serentak 
di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan 
ujian yang massive seperti ini sangat rawan 
kecurangan dan penyimpangan, sebab 
pengontrolannya sangat kompleks dan rumit. 
Terkait nama ujian, Asmawi mengusulkan 
Ujian Negara, jika disingkat tetap UN, tapi 
huruf N di sini maknanya “Negara”. Jika 
namanya UJIAN NEGARA, pelaksanaannya 
tidak harus serentak, bisa dilaksanakan  per 
provinsi atau kabupaten/kota atau wilayah, 
berdasarkan kesediaan mereka.
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Jahja Umar, Ph.D
Bahrul Hayat Ketua Umum Himpunan 
Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) juga 
memiliki pandangan tersendiri terkait dengan 
fungsi hasil UN untuk seleksi ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi, seperti dari 
SMA/sederajat ke perguruan tinggi. Menurut 
Bahrul yang pernah menjabat Sekretaris 
Jenderal Kementerian Agama tersebut, hasil 
UN berfungsi sebagai correction factor. 
“Nilai UN memiliki fungsi pokok dan fungsi 
tambahan. Fungsi pokok dari UN adalah untuk 
mengukur pencapaian standar kompetensi 
lulusan pada mata pelajaran tertentu, 
sedangkan fungsi tambahannya adalah sebagai 
correction factor bagi nilai rapor”, ucap Ketua 
Umum HEPI tersebut yang juga menjadi Ketua 
Tim Evaluasi Ujian Nasional tahun 2015 di 
BSNP. 
Prof. Kumaidi, Ph.D
Sehubungan dengan fungsi UN untuk 
pemetaan, Kumaidi Guru Besar Psikometri 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
memiliki pandangan tersendiri. Menurutnya, 
fungsi pemetaan bisa dilakukan dengan 
sampling. 
“Jika untuk pemetaan, cukup dengan 
sampling saja. Tidak harus diikuti semua 
siswa”, ungkapnya seraya memberikan 
contoh pemetaan yang dilakukan oleh OECD 
melalui Programme for International Student 
Assessment (PISA).
Bahrul Hayat, Ph.D
Bagi Jahja Umar ahli Psikometri yang pernah 
memimpin Puspendik selama 14 tahun, sistem 
penilaian yang kuat merupakan ciri khas dari 
negara maju. 
“Di negara maju yang sistem pendidikannya 
sudah mapan, biasanya ada satu ciri khasnya, yaitu 
sistem penilaian yang mapan. Sistem penilaian 
yang baik adalah sistem yang institutionalized 
dan profesionalized. Artinya sistem penilaian 
yang  terlembaga dan dikelola secara profesional”, 
ucapnya dalam kegiatan evaluasi UN di BSNP 
(8-9/5/2015).
Terkait dengan hasil UN, Jahja Umar ber-
pandangan bahwa yang penting hasil UN itu 
obyektif, valid, dan komparabel antar waktu 
(tahun), antar satuan pendidikan dan antar wilayah. 
Untuk mendapatkan hasil UN yang obyektif, valid, 
dan komparabel, perlu ada  ujian yang berbasis 
item banking (bank soal) yang terkalibrasi.  
Berita BSNP*
Pada hari Selasa (5/5/1015)  Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP) yang diwakili 
oleh Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP, Zaki Su’ud, 
Khomsiyah, dan Titi Savitri, ketiganya anggota 
BSNP, melakukan audiensi dengan Ainun Na’im 
Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi yang pada kesempatan 
tersebut didampingi Patdono Sekretaris Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi. 
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk 
membahasa standar nasional pendidikan tinggin 
yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  49 tahun 
2014”, ucap Ucok panggilan akrab Ketua BSNP. 
Dalam pertemuan tersebut, Zainal 
memaparkan secara singkat mengenai standard-
based education, yang dicanangkan dalam UU 
Sisdiknas No. 20/2003. 
“Dalam UU Sisdiknas sangat jelas dan tegas 
ditetapkan perlunya standar nasional pendidikan 
sebagai dasar acuan sistem pendidikan nasional 
dan UU PT No. 12/2012”, ucap Zainal seraya 
menambahkan perlunya  ekosistem sistem 
pendidikan nasional, dimana BSNP menetapkan 
standar nasional pendidikan termasuk standar 
nasional pendidikan tinggi, dan masing-masing 
perguruan tinggi menetapkan standar perguruan 
tingginya. Di sisi lain, BAN PT mengevaluasi sudah 
sejauh mana standar ini dijalankan oleh setiap 
perguruan tinggi.  
Selain itu, BSNP juga menyerahkan dokumen 
hasil kajian terhadap Permendikbud Nomor 49 
Tahun 2014 tentang SNPT dan rekomendasi 
BSNP. Menurut Zainal rekomendasi ini disusun 
berdasarkan masukan-masukan dan keluhan-
keluhan dari stakeholder terhadap implementasi 
BSNP MEMBERIKAN REKOMENDASI REVISI 
STANDAR NASIONAL PEDIDIKAN TINGGI
Permendikbud SNPT No. 49/2014, yang pada 
intinya terdiri dari empat hal, yaitu jumlah SKS 
untuk program S2 dan S3, syarat publikasi, jumlah 
bimbingan dan syarat menjadi pembimbing untuk 
S2 dan S3, serta sasa studi.
Sementara itu Ainun Na’im Sekjen 
Kemenristekdikti memaparkan rencana Reformasi 
Pendidikan Tinggi yang memberikan otonomi 
lebih besar lagi ke perguruan tinggi untuk 
mengatur dirinya. 
“Ke depan, Kemenristekdikti akan men-
deregulasi peraturan-peraturan  yang ada, dan 
berperan lebih sebagai governing body dan 
fasilitator. Untuk itu perlu disusun  Blue Print 
Reformasi Pendidikan Tinggi, berikut roadmap-
nya yang sejalan dengan Renstra Kemenristekdikti, 
RPJMN, dan RPJPN”, ucap Ainun.
Tujuan dari Reformasi Pendidikan 
Tinggi tersebut, tambah Ainun adalah untuk 
meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan 
tinggi dengan cara: (1) memberikan kewenangan 
yang lebih besar kepada Badan Kerjasama (BKS, 
misalnya BKS-TI; BKS-TM; dll), (2) melibatkan lebih 
intens lagi organisasi profesi dalam pendidikan 
tinggi, dan (3) mendelegasikan sebagian 
kewenangan Dikti ke stakeholder yang lain.
BKS yang dimaksud di sini adalah termasuk 
asosiasi atau konsorsium penyelenggara 
pendidikan (program studi dan/atau bidang 
ilmu), yang bertanggung jawab terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait 
dengan program studi/bidang ilmu, bukan asosiasi 
institusi seperti APTISI. 
Dari pertemuan tersebut telah disepakati 
beberapa keputusan dan tindak lanjut,yaitu 
perlunya dibentuk tim untuk merumuskan Blue 
Print Reformasi Sistem Pendidikan Tinggi beserta 
roadmap-nya untuk jangka waktu yang lebih 
panjang dari Renstra dan RPJMN. Tim disarankan 
terdiri dari wakil Kemenristekdikti, wakil BSNP, dan 
wakil BAN-PT dan stakeholder lainnya.
Selain itu, juga disepakati Target Kementerian 
untuk jangka pendek yang meliputi:
1. Implementasi Otonomi Perguruan Tinggi 
sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku.
2. Deregulasi Pendidikan Tinggi, terutama 
regulasi/peraturan yang menghambat 
pencapaian kinerja Kemenristekdikti.
3. Revisi Permendikbud-Permendikbud yang 
dikeluhkan oleh stakeholder. Untuk itu 
perlu penundaan sosialisasi  Permendikbud-
Permendikbud yang dikeluhkan tersebut, 
sampai dilakukan revisi yang disetujui oleh 
Kemenristekdikti.
4. Mengembangkan national indexing untuk 
mendorong publikasi ilmiah di Indonesia 
“
“
Perlu ada ekosistem sistem 
pendidikan nasional, dimana BSNP 
menetapkan standar nasional 
pendidikan termasuk standar 
nasional pendidikan tinggi, dan 
masing-masing perguruan tinggi 
menetapkan standar perguruan 
tingginya. Di sisi lain, BAN PT 
mengevaluasi sudah sejauh mana 
standar ini dijalankan oleh setiap 
perguruan tinggi.
  
Zainal A. Hasibuan 
Ketua BSNP
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dengan memperkuat portal GARUDA yang 
sudah pernah ada.
5. Mendorong pendirian dan penguatan asosiasi 
atau konsorsium penyelenggara pendidikan 
(program studi dan/atau bidang ilmu).
6. Mendorong penguatan berbagai asosiasi 
profesi.
7. Meminta BSNP untuk memperbaharui berbagai 
standar yang terkait dengan pendidikan tinggi, 
terutama dengan memberdayakan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses 
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 
tinggi (APK, relevansi, mutu, dll). 
8. Meminta BSNP mengkaji levelling  KKNI agar 
lebih adaptable terhadap sistem pendidikan 
tinggi di Indonesia. 
Surat Edaran 
Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BSNP, 
Mohamad Nasir Menristek DIKTI mengeluarkan 
surat edaran kepada pimpinan pergruruan tinggi 
negeri di lingkungan Kemenristekdikti dan 
Kementerian serta Lembaga lain, dan Koordinator 
Kopertis I sampai dengan XIV, sebagai berikut.  





EVALUASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Yth:
1.  Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemenristekdikti
2.  Koordinator Kopertis I s.d. XIV
3.  Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain
 
Landasan Hukum:
1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi
Dalam rangka evaluasi beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan 
dengan Pendidikan Tinggi, dengan hormat kami sampaikan hal-ha1 sebagai berikut:
1.  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerima berbagai masukan 
dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a.  Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b.  Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal 
pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.  Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi 
Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan 
d.  Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar 
Lulusan Perguruan Tinggi.
2.  Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
akan mengevaluasi kembali Peraturan Menteri sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3.  Dengan ini dimohon perhatian Saudara terhadap ha1-ha1 sebagai berikut:
a.  Agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud 
pada angka 1 huruf a dan huruf d;
b.  Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa PTN, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi tetap akan meilindungi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, paling 
sedikit 20% dari mahasiswa baru;
c.  Uang kuliah Tunggai yang ditanggung oleh 80% mahasiswa baru (di luar huruf b di atas) 
disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa atau pihak lain yang 
membiayai.
Demikian surat edaran ini untuk dipedomani dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Atas 
perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.
 
     Jakarta, 20 Mei 2015,
      Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
      Republik Indonesia,
      Mohamad Nasir
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PESERTA UN
SMP Sederajat : 3.773.372
SMA Sederajat : 1.632.757
SMK : 1.171.907





DATA DAN FAKTA UJIAN NASIONAL
SEKOLAH PELAKSANA UN BERBASIS 
KOMPUTER/COMPUTER BASED TEST 
(CBT)
Total sekolah/madaralah pelaksana UN CBT: 585 
1. SMP/MTs  :  42 sekolah/madrasah
2. SMA/MA  :  138 sekolah/madrasah 
3. SMK  :  405 sekolah
INDEKS INTEGRITAS SECARA 
NASIONAL 
SMA Sederajat
1. Terindikasi ada kecurangan 6.888 sekolah 
(39.6%)
2. Tidak dapat dianalisis 3.985 sekolah (22.9%)
3. Tidak terindikasi ada kecurangan 6.503 
sekolah (37.4%) 
SMK
1. Terindikasi ada kecurangan 1.835 sekolah 
(15.65%)
2. Tidak dapat dianalisis 2.590 sekolah (22.09%)
3. Tidak terindikasi ada kecurangan 7.299 
sekolah (62.26%) 
HASIL SELEKSI NASIONAL MASUK 
PERGURUAN TINGGI NEGERI 
(SNMPTN) 
• Penyerahan hasil UN SMA sederajat dari 
Panitia Pelaksana UN Tingkat Pusat ke Panitia 
SNMPTN : 2 Mei 2015 
• Pengumuman hasil SNMPTN :9 Mei 2015
1. Pendaftar 852.093 siswa 
2. Diterima 137.005 siswa(16.08%)
3. Diterima di pilihan PTN 1 : 128.484 siswa 
4. Diterima di pilihan PTN 2 : 8.521 siswa 
Diterima di Program Bidikmisi : 31.908 siswa
Diterima di PTN 1 : 30.490 siswa
Diterima di PTN 2 : 1.418 siswa
Sumber: www.snmptn.ac.id 
Pada bagian ini sengaja kami sajikan sisi lain dari pelaksanaan Ujian Nasional berdasarkan 
hasil pemantuan anggota BSNP di daerah. Hal ini 
SERBA SERBI UJIAN NASIONAL
dimaksudkan untuk mengungkap lebih banyak 
lagi kondisi riil yang terjadi di lapangan. 
GAK PEDE KALAU GAK IKUT BIMBEL
“Apa persiapan yang adik lakukan untuk 
menghadapi UN tahun ini?”, tanya seorang 
anggota BSNP kepada seorang siswi SMAN 1 
Kota Tangerang Selatan pada hari pertama ujian, 
Senin, (13/4/2015). Sebut saja nama siswa tersebut 
Fulanah. 
“Saya ikut bimbingan belajar. Doain ya 
pak, semoga sukses”, jawabnya santai sambil 
memegang soal latihan ujian Bahasa Indonesia
“Ikut bimbel di mana?” 
“Primaga”, jawabnya singkat. 
Pemantau diam sejenak, seraya mengamati 
Berita BSNP
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  Guru memiliki peran yang sangat penting 
dalam proses belajar mengajar. Bagi siswa SMA, 
faktor eksternal masih sangat penting untuk 
menumbuhkan semangat belajar dan percaya 
diri. Jika guru-guru mengajar dengan baik dan 
murid-murid belajar dengan giat, maka materi 
ujian sangat mudah dikuasai. Sebab, dengan pola 
UN seperti sekarang ini, guru dan murid  bisa 
mengetahui kisi-kisi ujian dari awal. Kompetensi 
yang harus diajarkan guru dan dikuasai murid 
sudah jelas. Hanya mereka yang tidak serius dalam 
mengajar dan belajar yang tidak percaya diri. 
  Jika guru-guru melaksanakan proses belajar 
mengajar dengan baik dan siswa mempersiapkan 
diri dengan matang, rasa percaya diri di kalangan 
siswa akan tumbuh, sehingga mereka tidak perlu 
ikut Bimbel di luar jam sekolah. BS
peserta UN yang sedang duduk-duduk di depan 
ruang kelas, sesaat menjelang waktu ujian.
 
“Bagaimana ceritanya kok bisa ikut bimbel?” 
tanya sang pemantau lagi.
“Sekolah yang mengkoordinir. Sekolah 
bekerjasama dengan Primagama. Tempatnya di 
sekolah, setiap hari Sabtu, selama kurang lebih 
dua bulan.  Yang mengajar guru-guru dari sekolah 
juga sih, dan ada tutor dari Primagama”. 
  “Apa sih alasannya kok masih ikut Bimbel, 
padahal guru-guru kan sudah mengajar di 
sekolah?”.
“Ya, biar PD (Percaya Diri) aja. Habis temen-
temen pada ikut semua. Kalau ga ikut Bimbel, ya 
gak PD aja”. 
  Kisah di atas memberikan gambaran bahwa 
diantara peserta UN masih ada  siswa yang kurang 
percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki 
dalam menghadapi ujian. Rasa tidak percaya diri 
inilah yang mendorong mereka untuk ikut Bimbel 
MASIH ADA POLISI DI 
LINGKUNGAN SEKOLAH
Mengacu kepada Prosedur Operasional 
Standar (POS) Penyelenggaraan UN tahun 
2015 yang ditetapkan BSNP, keterlibatan Polisi 
hanya pada pendistribusian bahan UN,mulai 
dari percetakan sampai dengan titik transit 
di Kabupaten/Kota. Sedangkan pengamanan 
pelaksanaan UN di satuan pendidikan, 
sepenuhnya menjadi tanggungjawab satuan 
pendidikan. 
Sebelum pelaksanaan UN, Anies Bawesdan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah 
mengirim surat kepada Kapolri terkait dengan 
pengamanan bahan UN dan keberadaan Polisi di 
satuan pendidikan. Dalam surat tanggal 1 April 
2015,  nomor: 0285/MPK.H/KR/2015 tersebut, 
dengan jelas disebutkan bahwa untuk pelaksanaan 
UN Tahun Pelajaran 2014/2015, keamanan di 
saatuan pendidikan/sekolah tidak diperlukan 
pengamanan dari Kepolisian. Tembusan surat 
tersebut juga disampaikan kepada Kepala Dinas 
Pendidikan Provinsi. 
Namun demikian, berdasarkan hasil 
pemantauan BSNP terhadap pelaksanaan UN SMA/
sederajat dan UN SMP/sederajat di daerah, masih 
Masih ada polisi 
dengan pakaian 
sipil di satuan 
pendidikan pada 
saat pelaksanaan 
UN. Di Kota 





gambar di SMPN 







Vol. X/No. 2/Juni 2015 15
PESERTA BIMBEL: BISA JAWAB SOAL 
TAPI TIDAK MENGUASAI KONSEP
Meskipun UN tidak lagi menentukan kelulusan, 
keberadaan Bimbingan Belajar (Bimbel) masih 
diminati siswa sekolah/madrah ketika mereka 
menempuh ujian nasional. Tentu ada alasan 
tersendiri, mengapa mereka masih belum bisa 
meninggalkan bimbel, padahal materi pelajaran 
sudah diajarkan di sekolah/madrasah. 
Menurut Dodik dari Dinas Pendidikan Kota 
Malang, bagi siswa SMA sederajat, mengikuti 
bimbel bukan hanya untuk lulus UN, tetapi supaya 
bisa diterima di perguruan tinggi negeri unggulan. 
Demikian juga bagi siswa SMP/sederajat, mereka 
mengikuti Bimbel supaya bisa mendapatkan nilai 
tinggi dan bisa diterima di SMA unggulan. 
 “Sulit sekali melarang siswa SMA untuk tidak ikut 
Bimbel, sebab masih ada ujian masuk bagi  mereka 
yang mendaftar melalui jalur Seleksi Bersama Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau Ujian 
Mandiri (UM). Berbeda dengan jalur SNMPTN atau 
undangan yang tidak ada ujian masuk, ucap Dodik.
Tidak dinafikan, Bimbel juga memiliki 
kekuranga. Menurut Dodik, kekurangan di Bimbel 
adalah kenyataan bahwa anak-anak disiapkan untuk 
terdapat sekolah/madrasah yang dijaga polisi 
yang berpakaian sipil. Keberadaan Polisi di satuan 
pendidikan pada saat pelaksanaan UN sempat 
membuat kaget para kepala sekolah/madrasah.  
“Saya juga kaget, baru hari Sabtu (2/5/2015) 
mendapat informasi ada polisi yang menjaga 
di sekolah. Padahal  informasi awal dari Dinas 
Pendidikan, polisi bertugas mengamankan naskah 
soal UN di titik transit, yaitu di Dinas Pendidikan 
Kota Malang”, ucap Lilik Ermawati Kepala SMPN 1 
Kota Malang seraya menambahkan karena pihak 
Polisi juga memiliki surat tugas dari instansinya, 
maka pihak sekolah mesti menerima. 
Untuk ke depan, tambah Lilik, sebaiknya 
penga manan pelaksanaan UN di satuan pen di-
dikan cukup diserahkan kepada masing-masing 
sa tuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk 
men ciptakan suasana pelaksanaan UN di satuan 
pendidikan lebih kondusif, sehingga tidak menim-
bulkan rasa takut di kalangan peserta UN. BS
menjawab soal dengan trik atau teknik tertentu, 
tanpa harus menguasai konsep. 
“Peserta didik pada Bimbel, bisa menjawab 
soal, tetapi mereka tidak menguasai konsep. 
Untuk mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, 
ada anak tidak tahu  arti  kosa kata atau 
vocabulary dari soal yang ditanyakan, tetapi ia 
bisa menjawab dengan benar karena ada trik 
atau strategi tertentu. Strategi ini yang tidak 
diberikan guru di sekolah”, ucap Dodik seraya 
memberikan contoh strategi menjawab soal 
dengan smart solution atau star solution. 
Nah, bagi para guru dan orang tua, akankah 
kita akan tetap membiarkan peserta didik kita 
lebih percaya kepada proses pembelajaran 
di  Bimbel daripada di sekolah? Apakah kita, 
sebagai orang tua dan guru, rela jika anak didik 
kita mendapat skor atau nilai tinggi dalam mata 
pelajaran tertentu, tetapi pada dasarnyamereka 
tidak menguasai konsep yang dipelajari?  Buat 
para siswa sekolah/madrasah, mana yang lebih 
penting, mendapatkan nilai tinggi meskipun 
tidak menguasai konsep atau menguasai konsep 
dan mendapatkan nilai tinggi? Jawabannya ada 
pada diri kita masing-masing. BS
PESERTA UN PAKET B: SHALAT 
TAHAJJUD, TIDAK TAHU MATA 
PELAJARAN YANG DIUJIKAN
Ketika melakukan pemantauan  pelaksanaan 
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) 
Program Paket B di Kota Malang, penulis 
menemukan  kejadian yang aneh tapi nyata. Ada 
peserta UNPK yang tidak tahu mata pelajaran yang 
diujikan. 
“Sesi kedua nanti, apa mata pelajaran yang 
diujikan dik?”, tanya penulis kepada salah satu 
peserta ujian dari pondok pesantren yang 
mengikuti UNPK Paket B di Malang. 
“Tidak tahu”, jawabnya lugu sambil 
menggelengkan kepala.  
“Lho mau ujian kok ga tahu mata pelajaran 
yang diujikan nih gaimana?”.
“Ustadz di Pondok Pesantren tidak memberi 
tahu jadwal ujian”, jawabnya lagi.
Saya coba menanyakan hal yang sama kepada 
temannya yang duduk di dekat santri tersebut. 
Namun, juga mendapat jawaban yang sama, 
“Tidak tahu”. 
“Mau tahu gak apa pelajaran yang diujikan 
pada sesi kedua?”, tanya penulis lagi. 
“Mau”,
“Jadwal kedua adalah PKn. Kalau begitu tadi 
malam belajar apa? Ga belajar ya?”.
“Tidak. Tapi tadi malam saya shalat tahajjud 
supaya dimudahkan Allah dalam ujian”, jawab 
santri tersebut sambil senyum-senyum. 
Kisah di atas memberikan gambaran bahwa 
pelaksanaan UNPK masih jauh dari standar yang 
ditetapkan BSNP. BS
Berita BSNP
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TIDAK ADA UJIAN SATUAN 
PENDIDIKAN KESETARAAN, PESERTA 
LANGSUNG IKUT UJIAN NASIONAL
 
Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan un-
tuk program Paket C di Indonesia masih banyak 
bermasalah. Proses belajar mengajar yang tidak 
serius, penilaian yang tidak jelas, peserta didik 
yang “on off”, pengaturan ruang ujian yang tidak 
sesuai POS UN, kehadiran yang rendah dalam 
UN serta tidak serius ketika mengikuti ujian. Inti-
nya, banyak ketentuan dalam POS UN yang 
ditetapkan BSNP, tidak diterapkan. Hal ini bisa 
terjadi sebab orientasi peserta UNPK adalah le-
bih cenderung mendapatkan ijazah daripada 
pencapaian kompetensi (standar). Sementara itu, 
dari pihak penyelenggara pendidikan kesetaraan, 
masih lebih cenderung kepada pertimbangan 
untung-rugi dalam penyelenggaraan pendidikan. 
pihak pengelola, Zainal  menemukan ketidak-
serius an dalam proses pembelajaran pendidikan 
kesetaraan. Ketika pengelola ditanya perlunya 
standar nasional pendidikan, misalnya sarana dan 
prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan 
untuk pendidikan kesetaraan, mereka menjawab 
“Sangat diperlukan”. Terapi ketika ditanya, “Apa-
kah proses belajar mengajar perlu diatur dan di-
buat standarnya?’, mereka menjawab “Nah yang 
itu nanti dulu”. 
Kondisi serupa juga ditemukan oleh Bambang 
Suryadi yang melakukan pemantauan UNPK Pro-
gram Paket C di Tangerang Selatan.  Di Ciputat 
Tangerang Selatan, ada Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) Ki Hajar Dewantara, berlokasi 
di Jl. Pendidikan No. 5 Ciputat, telp. 0813-9899-
5094 atau 021-41531254. Sesuai dengan papan 
nama di gedung sekolah,  PKBM ini memberikan 
delapan jenis layanan pendidikan, yaitu (1) Keak-
Pelaksanaan 
UNPK Program 
Paket B pada 
hari pertama 





yang tidak sesuai 
dengan POS UN, 









pada sesi kedua. 
Demikian temuan dari pemantuan UNPK tahun 
2015 yang dibahas dalam rapat pleno BSNP (12-
13/5/2015) di Jakarta. 
Kiki Yuliati anggota BSNP yang melakukan 
pemantauan di Provinsi Kalimantan Barat, misal-
nya, menemukan peserta UNPK Paket B mem-
bawa bantal/tas ke dalam ruang ujian dan 
mengerjakan soal sambil memeluk bantal/tas. 
Sementara itu, Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP 
yang melakukan pemantauan UN di Provinsi Riau 
melaporkan tidak ada proses pembelajaran dan 
ujian di tingkat satuan pendidikan kesetaraan. 
“Ada peserta UNPK Paket B yang baru daftar 
pada bulan Maret 2015 dan ikut UNPK Paket B 
pada bulan Mei 2015. Sudah dapat dipastikan, 
mereka tidak mengikuti proses pembelajaran”, 
ucapnya. 
Lebih lanjut, melalui wawancara dengan 
saraan Fungsional, (2) Paket A Setara SD,  (3) Paket 
B Setara SMP, (4) Paket C, Setara SMU, (5) PADU, (6) 
KBU, (7) Kursus, dan (8) Bimbel. 
Proses belajar mengajar di PKBM ini dilak-
sanakan pada hari Sabtu. Namun, PKBM ini tidak 
mengadakan ujian satuan pendidikan bagi peserta 
didik.  Mereka langsung mengikuti UNPK Program 
Paket C pada bulan Mei 2015, sebagaimana 
disampaikan Dimas peserta UNPK Paket C. 
“Pihak PKBM tidak pernah mengadakan ujian, 
tetapi proses belajar mengajar dilaksanakan sekali 
seminggu pada hari Sabtu”, ucapnya. 
Penjelasan  Dimas tersebut sangat berbeda 
dengan penjelasan yang diberikan Pak  Wawang 
Gunawan, Pengawas PKBM di Dinas Pendidikan 
Kota Tangerang Selatan.  Menurut beliau, PKBM 
sudah melaksanakan ujian dan nilainya sudah di-
kirim ke Puspendik. BS
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KABALITBANG SERAHKAN HASIL UN SMA/SEDERAJAT 
KEPADA  DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
Furqon Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan sekaligus sebagai Ketua  Pelaksana 
Ujian Nasional (UN) Tingkat Pusat, menyerahkan 
hasil UN SMA sederajat kepada Panitia UN Tingkat 
Provinsi, pada hari Jumat (8/5/2015), bertempat 
di ruang sidang Pusepndik. Turut menyaksikan 
penyerahan hasil UN tersebut adalah Nizam Kepala 
Pusat Penilaian Pendidikan dan Bambang Suryadi 
Sekretaris BSNP.  Penyerahan ini tertunda dua hari, 
dari tanggal 6 menjadi tanggal 8 Mei 2015, sebab 
pada tanggal 6 Mei 2015 masih berlangsung UN 
untuk SMP sederajat. 
“Demi efisiensi waktu, penyerahan hasil UN 
oleh Kabalitbang dilakukan secara simbolik kepada 
perwakilan dari wilayah Barat, Tengah, dan Timur. 
Untuk wilayah Barat diwakili Dinas Pendidikan 
Bangka Belitung, wilayah Tengah diwakili Dinas 
Pendidikan Gorontalo, dan wilayah Timur diwakili 
Dinas Pendidikan Papua”, ucap Nizam secara 
menambahkan, untuk wilayah lainnya akan 
diserahkan oleh petugas dari Puspendik. 
Dokumen yang diberikan dalam bentuk 
Compact Disk yang berisi Daftar Kolektif Hasil Ujian 
Nasional (DKHUN) dan indeks integritas pada level 
satuan pendidikan. Hasil UN yang diserahkan juga 
termasuk untuk SMALB dan Program Paket C. 
Sebelum penyerahan hasil UN, Nizam 
menjelaskan indeks integritas berdasarkan hasil 
analisis pola jawaban siswa. Sekolah/madrasah 
yang memiliki indeks integritas tinggi akan 
menerima penghargaan dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 










tanggal 8 Mei 
2015 di Puspendik. 




hasil analisis pola 
jawaban siswa 
dalam UN.
dan Kebudayaan akan memberikan penghargaan 
atau apresiasi kepada satuan pendidikan yang 
tingkat indeks integritasnya tinggi. Tanggal dan 
waktu pemberian penghargaan akan ditentukan 
kemudian”, kata  Nizam. 
Untuk sementara waktu, tambah Nizam, 
indeks integritas ini masih terbatas untuk diketahui 
secara internal di wilayah masing-masing dinas 
pendidikan. Bagian yang terpenting dari hasil 
analisis ini adalah perlunya tindaklanjut dalam 
bentuk intervensi dan pembinaan dari pemerintah 
daerah, satuan pendidikan, dan guru-guru untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan nasional. 
Sementara itu, Bambang Suryadi menekankan 
pentingnya laporan dan evaluasi pelaksanaan UN 
sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan 
pada tahun yang akan datang. 
“Salah satu tugas Panitia Pelaksana UN Tingkat 
Provinsi adalah membuat laporan dan evaluasi 
pelaksanaan UN di masing-masing daerah. Mohon 
ditulis juga usulan untuk perbaikan pelaksanaan 
UN ke depan”, ucap Bambang. 
Bambang juga menepis berita yang 
beredar di stasiun televisi swasta terkait dengan 
pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan 
untuk  SMA sederajat. 
“Pengumuman kelulusan dari satuan 
pendidikan untuk SMA sederajat dilakukan 
secara serentak pada tanggal 15 Mei 2015, sesuai 
dengan POS UN yang ditetapkan BSNP. Jika ada 
berita yang  beredar pengumunan di luar tanggal 
tersebut, berita itu tidak benar. Sebab tanggal 
pengumuman tersebut sangat terkait dengan 
penulisan SHUN dan ijazah”, jelasnya. (BS)
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Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau Computer Based Test (UN CBT) menjadi perhatian banyak pihak, 
termasuk anggota Komisi D Bidang Pendidikan 
DPRD Kabupaten Garut Jawa Barat. Pada 
tahun 2015, di Garut ada dua sekolah yang 
menyelenggarakan UN CBT, yaitu SMAN 1 dan 
SMKN 1 Garut. Untuk memperoleh informasi 
lebih jelas dan komprehensif tentang UN 
CBT, delapan orang anggota dewan tersebut 
melakukan kunjungan kerja ke BSNP pada hari 
Selasa (19/5/2015). Kedelapan orang tersebut 
adalah Asep De Maman (PPP), Kartono (PKS), 
Cucu Rodiah (Golkar), Hj. Uum Sumartini 
(Golkar), Majmudin Ma’aruf, Toni Alamsyah 
(Hanura), Iyus Rustaman (PAN), dan Budi 
Setiawan (Demokrat). 
“Maksud kunjungan kami ke BSNP adalah 
untuk mendapatkan informasi yang lebih 
lengkap dan jelas mengenai mekanisme 
penetapan sekolah pelaksana UN CBT. Di Garut 
sebenarnya banyak sekolah yang sudah siap 
melaksanakan UN CBT, namun pada tahun 
2015 ini ternyata hanya ada dua sekolah saja 
yang ditetapkan, sehingga banyak pertanyaan 
dari masyarakat kepada anggota Komisi D 
yang menangangi bidang pendidikan”, ucap 
Asep De Maman Ketua Rombongan kunjungan 
kerja tersebut. 
Dalam penjelasannya, T. Ramli Zakaria 
menga takan bahwa pelaksanaan UN CBT 
tahun 2015 merupakan rintisan sehingga jum-
lah sekolah yang melaksanakan UN CBT per-
lu dibatasi. BSNP, tambah Ramli, telah mene-
tapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan UN CBT 
yang memuat mekanisme dan prosedur 
penetapan sekolah pelaksana UN CBT. 
“Salah satu kriteria yang harus dipenuhi 
adalah rasio jumlah komputer dengan siswa 
dengan perbandingan 1:3. Persyaratan ini yang 
belum bisa dipenuhi oleh banyak sekolah”, 
KOMISI D DPRD GARUT DIALOG TENTANG 
UN CBT DENGAN BSNP
ucap Ramli. 
Bambang Suryadi Sekretaris BSNP me-
nambahkan, pada tahun 2015 ada sekitar 
700 sekolah yang diusulkan. Namun setelah 
dilakukan verifikasi,hanya ada 585 sekolah 
yang layak menerapkan UN CBT. SMP hanya 
ada 42 sekolah, sedangkan SMA ada 138 
sekolah dan SMK ada 405 sekolah. 
Sementara itu, Zainal A. Hasibuan Ke-
tua BSNP, pada awal pertemuan, menje las-
kan pentingnya standarsasi dalam sis tem 
pen didikan nasional sebagaimana diama-
natkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. 
“Sejak 2003, sistem pendidikan nasional 
kita menerapkan pendidikan berbasis standar 
atau standard based education. Dengan 
pendidikan berbasis standar ini, kita ingin 
meningkatkan kualitas atau mutu lulusan 
satuan pendidikan, yaitu lulusan yang unggul 
dan berdaya saing”, ungkap Zainal. 
Selain membahas UN CBT, dalam per-
temuan yang berlangsung selama satu se-
tengah jam tersebut, juga muncul pertanyaan 
tentang implementasi Kurikulum 2013, proses 
pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM), nasib sekolah eks Rintisan 
Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), dan 
disparitas antar daerah dalam pendidikan. 
Pada akhir pertemuan, Ketua BSNP me-
nyerahkan dokumen yang terkait dengan 
standar nasional pendidikan yang telah di-
kembangkan, pelaksanaan UN tahun 2015, dan 
petunjuk teknis UN CBT. Forum dialog seperti 
ini menjadi sangat penting dan bermanfaat 
bagi BSNP dan pemangku kepentingan pen-
didikan di daerah, termasuk anggota DPRD Ka-
bupaten Garut. (BS)
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“
“
Sejak 2003, sistem pendidikan nasional kita menerapkan
pendidikan berbasis standar atau standard based education.
Dengan pendidikan berbasis standar ini, kita ingin meningkatkan 
kualitas atau mutu lulusan satuan pendidikan, yaitu lulusan 




Vol. X/No. 2/Juni 201520
Prof. Dr. Zainal A. 
Hasibuan Ketua BSNP 
(kedua dari kiri) dan 
Hafidz Muksin, M.Si (kiri) 
berpose bersama Panitia 
Ujian Nasional Tingkat 
Satuan Pendidikan di 
SMA Cenderawasih 
Jakarta. UN SMA sederajat 
dilaksanakan mulai 
tanggal 13-15 April 2015.
Suasana pelaksanaan 
UN pada hari pertama 
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Siswi SMN 1 Malang keluar 
dari ruang ujian dengan 
penuh keceriaan pada hari 
pertama UN.
Siswi SMPN 1 Kota Malang 
berbincang-bincang 
dengan Wakil Kepala 
Sekolah seusai mengikuti 
Ujian Nasional pada hari 
pertama. Mereka tetap 
belajar dengan serius 
dan  memiliki motivasi 
berprestasi yang tinggi 
meskipun UN tidak 













Tata Tertib Peserta 
Ujian Nasional 
di MTs Negeri 1 
Malang Jawa Timur.
Pelaksanaan UNPK 
Program Paket B di  
LAPAS Kelas 1 Malang. 
Dari 11 peserta, hanya 7 
siswa yang hadir karena 








Ristek dan Dikti 





yang hadir adalah, 
dari kanan ke 





dan Zaki  Su’ud.
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Lensa BSNP
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Anis Bawesdan 
(tengah) menyampaikan 
hasil Ujian Nasional SMA 
sederajat kepada wartawan 
dalam acara konferensi pers 
di Jakarta (15/5/2015).
Rapat Koordinasi Panitia 
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Lensa BSNP
Tim ahli standar data 
sistem pendidikan 
nasional mencermati draf 
naskah akademik di ruang 
sidang BSNP.
Tim ahli pengembangan 
standar penilaian berbasis 
TIK membahas draf naskah 









akademik di BSNP 
(11-12/4/2015)
